PROYEK FISIK DANA KELURAHAN DI MATARAM

DIARAHKAN UNTUK PADAT KARYA

http://kabar24.bisnis.com/

Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengarahkan
agar pengelolaan dana kelurahan untuk kegiatan fisik berupa peningkatan sarana dan prasarana
kelurahan menggunakan sistem padat karya.

"Jauh akan lebih bagus memberdayakan warga sekitar dari pada mencari tukang untuk
mengerjakan proyek dana kelurahan," kata Kepala Bagian Pemerintahan (Kabagpem) Setda
Kota Mataram, | Made Putu Sudarsana di Mataram, Jumat (22/11/2019).

la menambahkan, program peningkatan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan seperti
normalisasi saluran, rabat jalan lingkungan dan kegiatan fisik lainnya dapat dilakukan dengan
sistem padat karya.

Tentunya dengan tetap melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait, agar
pengerjaan proyek fisik bisa sesuai dengan standar dan ketentuan yang ada.

"Untuk membuat saluran atau rabat jalan, kelurahan bisa bekerja sama dengan Dinas PUPR,"
ujarnya.

Lebih jauh, Kabagpem mengatakan tahun 2020, anggaran kelurahan meningkat signifikan dari
tahun-tahun sebelumnya, selain dari dana alokasi umum (DAU) juga dialokasikan melalui
APBD Kota Mataram.

"Totalnya, sekitar Rp70 miliar lebih. Jadi satu kelurahan tahun depan akan mengelola anggaran
sekitar Rp1,5 miliar sampai Rp1,8 miliar," katanya.
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Untuk dana kelurahan yang bersumber dari APBD pembagiannya dilakukan secara proposional
sesuai jumlah penduduk, luas wilayah, prestasi dan lainnya.

Sementara untuk dana kelurahan yang bersumber dari DAU dengan total Rp18 miliar dibagi
rata kepada 50 kelurahan, sehingga setiap kelurahan mendapatkan sekitar Rp350 juta.

"Penggunaan tetap pada dua item yakni peningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan
masyarakat. Persentase tidak ditentukan, semua tergantung musyawarah kelurahan,"
tambahnya.

Sementara untuk melakukan pengawasan dan kesiapan SDM kelurahan dalam pengelolaan
tahun depan, pihaknya akan melaksanakan penyegaraan kembali terhadap pejabat yang terlibat
dalam pengelolaan dana kelurahan.

Sedangkan untuk pengawasan, pemerintah kota akan membentuk tim monitoring dan evaluasi
dengan melibatkan OPD terkait, antara lain Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat,
Badan Layanan Pengadaan, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan.

"Tim ini akan terus melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
hingga pelaporan penggunaan dana kelurahan," sebutnya.

Sumber Berita:
https://bali.bisnis.com/read/20191122/537/1173361/proyek-fisik-dana-kelurahan-di-
mataram-diarahkan-untuk-padat-karya

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018
Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan
Masyarakat Di Kelurahan, dijelaskan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan
sebagai perangkat Kecamatan. Sedangkan Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya
disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota
untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menurut aturan tersebut mengalokasikan anggaran dalam
APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Alokasi anggaran dimasukan ke dalam anggaran
Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan dialokasikan untuk:

a. Daerah kota yang tidak memiliki desa; dan
Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% (lima
persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa.
Anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa
dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di
kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut menunjuk Pejabat Penatausahaan
Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.

Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan
usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Umum Daerah. Dalam hal
di Kelurahan belum tersedia aparatur, kepala daerah dapat menetapkan pejabat lain yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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